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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUMN 2005

TENTANG

PENGELDLAAN PENY ELENGGARAAN PELAYANAN
CATATAN SIPIL

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 5 TAHUN 2005 SERI: E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG
PENGELOLAAN PENYELENGARAAN PELAYANAN
CATATAN SIPIL
DENGAN EAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUFATI BANYTIMAS,

Menimbang  © a2 bahwa untuk memberikan pelavanan dan
perlindungan hukum atas penstiwa perdata di
bidang catatan sipil maka perlu dilakukan
Pengelolaan Penyelengaraan Pelayanan Catatan
Sipil ;

b, bahwa untuk maksud wrsehut perlu menetapkan

Peraturan Daerzh tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pelayanan Catatan Sipil.



Mengingat

!-J

Staatblad Tahun 1349 Nomor 25 [entang Pencatalan
Sipil golongan Eropa:

Staatblad Tahun 1917 Nomor 130 jo - siaatblad
Tahun 1919 Nomor 81 tentang  Pencatatan  Sipil
Golongan Tionghoz;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 retang
Pembentukan Daerah-dacrah  Kabupaten Dalam
Lingkungan PropinsiJawa Tengah

Undang-Uindang Nomor 62 lzhun 195X tentang
Kewarganegaraan Repuplik Indonesia ( Lembzran
Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tamhbahan
[cmbaran Negara 1647),

Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 tentang
Perkawinan ( Lembaran Negara Tahun 1974
Momor | Tambahan Lembaran Negara Momor
3019);

Undang-Undang Nomor ¥ ‘lahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun
198]. Nomor 76 Tambahan [embaran Megara
Nomaor 3209);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang
Keimigrasian ( Lembaran Negara Tahun 1992,
Nemor 33 Tambahan Lembaran Negaia Nomor
3437).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Azazi Manusia ( Lembaran Neoara Tahun
1999, Nomor 165 lambahan Lembaran Megara
Neomor 3836);

L

9.

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Tahun
2002, Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara
Momor 4235);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tzniang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negare Tahun
2004 Nomwor 125, Tambahan Tembharan Negara
Nomor 4137 )

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

tentang Pelaksanaan Undang-Undeang Nomor B
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981, Nomer 6
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tehun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1574
lentang Perkawinan ( Lembaran Negara Tahun
1975, Nomer 12 Tambahan Lcmbaran Negara
Nomor 3058);

- Peraturan  Pemerintah Nomor 31 Tahun 1002

tentang Penyerahan scbagian urusan Pemerintahan
di Bidang Penyelenggaraan Catatan Sipil (
Pendaftaran Penduduk ), kepada Daerah (
Lembaran Negara Tahun 1998, Nomer 54
Tambahan Lembaran Negara Nomar 3742);

. Kepuwsan Presiden Repuplik Indonesia Nomor 12

Tabun 1983 tentang Fenetapan dan peningkatan
pembinaan Penvelenggaraan Catatan Sipil;
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Menetapkan :

15.  Keputusan Menter: Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
1999 1entang Pedoman Penyelenggaraan
Pendaftzran Penduduk dan Catatan Sipil;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN PENYELENGAKRAAN
PELAYANAN CATATAN SIPIL

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
Pemerintal Dacral adalah Pemerintaly Kabupatzn Banyumas;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutmya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah Kabupatzn Banyumas ;

Bupati adalah Bupat Banyumas,

l_.Jl

Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana adalah
Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana
Kabupaten Banyumas / Dinas / Instansi yang berwenang di bidang
Catatan Sipil.

Penyclenggaraan Catatan Sipil adalah keseluruhan aspek kegiatan
pendaftaran pelaporan, pencatalan dan penerbitan akia-akta Catatan
Sipil beserta perubahanmya yang meliputi akra-akia Kelahiran,
kematian, perkwainan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak,
akte izin kawin, surat kenal lahir, surai kenal matl dan surat-surat
keterangan Catatan Sipil termasuk kegiatan penyuluhan fasilitasi dan
penyajian informas:;

Alkta Cataran Sipil adalah akta Autentik yang berisi Catatan ieng_kap
scscorang mengenai kelahiran, perkwinan, perceraian, kematian,
pengakuan can pengesahan anak, penzangkatan anak dan perubahsan
nama yang di terbitkan dan disimpan di Badan Kependudukan Catatan
Sipil dan Keluarga Berencana sebagai dokumen Negara;

Kutipan akta adalah catatan pokok yang di kutip !:la:i_akta Calatan
Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri pn_had; orang .}rang
bersangkutan, maupun pihak ketigs mengenai kelahiran, perkawinan,
perceraian, komatian, pengakuan dan pengesahan anak,
pengangkatan anak dan perubahan naimia,

Kutipan akta kedua dan seterusiya adalah kutipan akte Catatan sipil
yang kedua dan seterusnya vang dapat diterbitkan  oleh Em
Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana karena kutipan
akta asli ( pertama ) hilang, rusak dan musnah dibuktikan dengan
surat keterangan dari pibak yang berwajib;

Salinan akta adaleh isi lengkap akta Catatan Sipil yang diterbitkan
oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana afas
permintazn pemohon untuk suam keperiuan lerentu.
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14,

Turunan akta Catatan sipil adalah isi lengkap akta Cataian Sipil yang di
wrun oleh pejabal Catatan Sipil yang berwenang pada Badan
Kependudukan Calatan Sipil dan Keluarga Berencana dari akia aslinya
di terbitkan atas permintaan pemohon karenz kulipan aktal salinan
akranya hilang arau rusak;

A e

_ Alas kelohiran wmund culdn adalah ekia kelahiran yang & caln can

diterbitkan olch Badan Kependudukan Carstan Sipil dan Keluarga
Berencana / Dinas | Instansi vang berwenang di bidang Catatan Sipil
atas peristiwz kelahiran anak (hayi) yang rerjadi ¢i wilayah Kabupatcn
Banyumas vang didafltarkan dan dicatal tdak lerlambal pelaporannya
sejak tanggal kelahirannya, sesuai dengan ketentuan perauran Per
Undang-Undanzan yvang berlaku ( hagi WNA 3 hari kerja, WNI
keturunan Eropah yang wunduk staatblat 'Tahun 1843 Nomor 25,10 hart
kerja dan WNI keturunan Tiong Hoa yang tunduk pada staathiat Tehun
917 Nomor 130 dan WNI pribumi bukan keturunan gsing yang
lunduk pada staaiblat Tahun 1933 Nomor 75 dan staatblat 1920 Nomor
751, 60 harikerja 1.

. Akua Catazan Sipil kelahiran Ekaminasi adalah akta Catatan Sipil yang

dicatat dan di terbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan
Keluarga Berencana  stas pelaporan kelabiran terlambat melebihi
hatas wakm 60 hari kerja sciak kelahirannya yang di daftarkan khusus
bagi penduduk pribumi Warga Negara Indonesia bukan keturunan
asing yang berdomisili di wilayah Kabupaten Banyumas yang lahir
sampai dengan 1 Januari 1986 dan belum meriliki akta kelahiran
danbagi yang tidak di lahirkan di Luar Negeri;

Akta Catatan Sipil kelahiran Dispensasi adalah akiz Caratan Sipil yang
dicatat dan diterhitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan
Keluarga Berencana atas pelaporan peristiwa kelahiran werlambat bayi
penduduk pribumi Warga Negara Indoncsia bukan keturunan asing
vang belum memiliki akta kelahiran sejak kelahiran scbelum sampai 31
Desember 1985 dan bukan kelahiran di Luar Negen:

f

15.

16.

17.

18.

Akta kelahiran Istimewa sdalah akta kelahiran yang dicatat dan di
terbitkan oleh Badan Kependudukan Catalan Sipil dan Keluarga
Berencana atas peristiwa pelaporan kelahiran terlambat melebihi
batas wauktu pelaporan kelahiran sesuai kefenfuan peraturan per
Undang-Undangan yang berdasar putisan Pengadilan Negeri;

Surat Keterangan Catatan sipil adalah surat vang diterbitkan oleh
Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana
mengenai sesuatu hal yang berfubungan dengan tugas pelayanan
Catatan Sipil;

Akta Perkawinan adalah akta yang dicalal dan dilerbitkan olzh Badan
Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana bagi
perkawinar pasangan mempelai umat non islam ( Kristen, Hindu,
Budha. Katholik dan lainnya ) vang telah melangsungkan
perkawinannya menurut hukum agama dan kepercayaannys,

Akua Perceraian adalah akia yang dicatal dan diterbitkan oleh Badan
Kependudukan Catatan Sipil dan Kelvarga Berencana / Dinas |
instansi yang berwenang Ji bidang Catatan Sipil bagi perkawinan
sefain yang ber agama isiam yang pulus karcna perceriian berdasar
putsan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum
lelzp (pasii)

Aktz Pengakuan anak adalah akia yang dicaial den diterbitkan oleh

Badan Kependudukan Cararan Sipil dar Keluarga Berencana [ Dinas /

Instznsi vang berwanang di bidang Catatan Sipil bagi anak luar nikan/

kawin diluar ikatan perkawinan orang tuanya yang sah yang tunduk
ada staablat tahun 1917 Nomaor | 30 jo staathiat Tahun 1919 Nomor
1 dan staatblal Tahun 1 539 Nomaor 237

Pengesahan anak adalah pencatatan peristiwa pengasahan anak luar
nikah/ kawin bagi anak pasangan selain isiam yang dicatat dan
diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga
Berencana / Dinas | Instansi yang berwenang di bidang Catatan Sipil
bagi mercka yang orang tuanya kemudian dicatatkan perkawirannya
sccara sah melalui Catatan Sipil bagi yang unduk pada staatblat 1849

‘Numor 25 staatblat Tahun 1917 Nomor 130 jo staatblat Tahun 1919

Nomor 81 staatbiat Tahun 1933 Nomor 73 jo statbiot Tabun 1935
Nomor 607 dan non staatblat:
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23,

24,

Akia Kematian Umum/ Rutin adalah  akta yang dicatat dan
diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga
Berencana berdasarkan atas pelaporan peristiwa vang tecjadi di
Wilayah Kabupawcn Banyumas, kemudian didaftarkan selambat-
lambatnva 60 (=nam puluh} harl kerja sejak terjadinya peristiva
kematian terschut bagi Warga Neeara Indonesia yang tunduk  pada
staatblat fahun 1920 Nomor 751 jo staatblat'lahun [Y27 Nomor /5 jo
staatblat Tahun 1936 Nomor 607 jo siaathlar 1919 Nomor Bl dan
Nomor 10 ¢sepulul) lari kerja bagi yang tunduk pada staatblad Tahun
1840 Nomor 25 serta bagi WNA 3 (tiga) hari kerje sejak terjadinya
peristiwa kematian tersebiur;

. Akta Kematian [stimewa adalah akta vang dicatat dan diterhirkan nleh

Radan Kependucdukan Catatan Sipil dan Keluarga DBerencana atas
peristiwa terjadinya kematian yang terlambat pelaporannya melebih
batas waktu pelaporan yang telah diatur sesuai keweniuan peraturan
perundangan yang ber laku berdasar putusan Pengadilan Negeri;

Pengangkatan anak adalan peristiwa pengangkatan anak yang iclah
dicatat pada Badan Kependudukan Cataen Sipil dan Keluarga
Berencara berdasar putusan Pengadilan Negeri yang elah
mempunyzi kekuatan hukum tetap atau berdasar akta Notaris sesuai
ketentuan hukum den peraturan Per Undang-Undangan vang berlaku:

Ak izin kawin adalah akta yang dicatat dan diterbitken oleh Badan
Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sehagan dasar
persetujuan pencatatan perkawinan hagi calon pasangan perkawinan
vang berumur kurang dari 21 (duapuluh saw) tahun, batas usia dewasa
perkawinan bagi mempelai pria diatas usia 19 (sembilan belas) tahun
dan mempelsi wanita diamas usia |6 (cnambelas) @hun scsuai
ketentuan peraturan Por Undang-Undangan yang berlaku;

25. Iengeschan perjanjion Perkawinan adalah pencatatan pengesahan

perjanjian har:z terpisah dalam asas peristiwa perkawinan diluar harta
bersama sesuzi akta Notaris vang disahkan oleh pejabac Catatan Sipil
pada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana
pada saat sebelum atau bersamaan dengan pencguban pencatatan
perkawman dilaksanakan scsuai kelentuan perawran Per Undang-
Undangan yang berlaku;

26. Tanda bukti pelaporan Catatan Sipil adalah tanda bukti yang dicatat

t-Jd
-

dan diterbitkan cleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga
Berencana atas peristiwa pelaporan yang dJilakukan olech Warga
Negara Indonesiz vang telah melaksanakan pencatatan perkawinan,
perceraian, kelahiran, kematian, pengakuan dan pengesahan arak dan
pengangkatan anak yang fel2h dicatatkan di Luar Neger:

. Mutasi data Catatan Sipil adalah catatan pinggir pada gkia Catatin

Sipil yang dicatat oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan
Keluarza Berencana atas peristiwa perubahan data identitas pribadi
sescorang tentang perubahan/ gart! dan perubahan nama, perubaian
stalus kewarpanegaraan, identitas kelamin, dan perubahan atas
kejadian peristiwa kematian, perceraian, pengakuan, pengesahan dan
pengangkatan anak yang dicatat pada biodata regisier akta Cataran
Sipil;

Waijib akta Catalan Sipil zdalah orang pribumi baik WNI ataupun
WNA yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Banyumas
vang wajin memiiiki dokumen aka-aka Cawan Sipii sehagal landa
bukti sah dar tidaknya temang ideniitas diri pribadimya di depan

“hukum;
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30,

Pelapor/ pemohon zkta Catatan Sipil adalah orang pribadi yan2
mengajukan permohonan sendiri / anggota keluarga / kuasanya untuk
mendapatkan pelayanan Catatan Sipil pada Badan Kependudukan
Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;

Saksi pendaftaran akta Cataran Sipil adalah orang perorang scbagai
saksi yang telah memznuhi syarat undang-undang berusia dewasa lebin
dari 21 (duapuluh satu) Tahun yang ikut bertanggung jawab secara
hukum menyaksikan peristiwa kelahizau, kematian, perkawinan,
perceraian, pengakuany/ pengesahan dan pengangkatan anak dari
pendaftaran akta Catatan Sipi! pada Badan Kependudukan Catatan
Sipil dan Keluarga Bercncana karena melihat, mendergar dan
mengetahui peristiwa perdata yang disaksikan dan berlanggung jawab
secara hukum sesuai ketentuan Perundang-undangan yang herlaku:

BAB 11

TUJUAN PENGELOLAAN PENYELANGGARAAN PELAYANAN

CATATAN SIFIL

Pasal 2

Tujuan Pengelolaan Penyelenggaraan Catatan Sipil adalah :

L

4

menetapkan status dan kedudukan hukum keperdataan sescorang,

memberikan kepastian hukum dari sahnya peristiwa perdata Catatan
Sipil yang di catarkan:

mecrupakan alat bukti yang seh atas peristiwa hukum yang dicatatkzn;
meningkatkan pelavanan di bidang Akia-akta calatan sipil :

untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, keutuhan dan kesatuan
bangsi:

i

e

6. menunjang ertib adminstrasi Cawatan Sipil  guna  perencanzan
pembangunan serta pengawasan dan pengendalian kependudukan;

7. Uniuk mendukung pendapatan asli daerah.
BAR I
HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP WARGA NEGARA
Pasal 3

Setap warga hegara bark Warga Negara Indonesia maupun warga Negara
Asing vang berdomisili di Wilayah hukum Kabupaten Banyumas berhak
untuk mendapat pelayanan dalam penyelenggeran Catatan sipil oleh Badan
Kependudukan Catatzn Sipil dan Keluarga Berencana;

Pasal 4

(1) Setiap Warga Negara baik Warga Negara Indonzsia maupun warga
Negara Asing yang berdomisili di Wilayah hukum Kabupaten
Banyumas wajib melaporkan, mendattarkan dan menecatatkan setiap
kejadian perisuwa perdata Cataan Sipil (kelabian, kematian.
perkawinan, perceraian, pengakuan, pengesahan dan pengangkatan
anak) kepada Bupati banyumas melalui Badan Kependudukan Catatan
Sipil dan Kcluarga Berencana dalam batas waktu pelaporan scsuai
ketentuan per undang-undangan yang beriaku:

(2) Kewajiban schagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1 ) termasuk juga
kewajiban untuk melaporkan sctiap mutasi data dan mutasi biodata
Catatan Sipil yang terjadi;

(3) Kewajiban pendaftaran Catatan Sipil scbagaimana di maksud pada

avat ( 1) dan ( 2 ) pasal ini dikecualixan bagi anggota diplomat

- perwakilan negara asing dan  Organisasi inernasional  beserla

keluarganya vang tidak mau mendafiarkan diri dan keluargs sesuai
ketentuan hak diplomatikoya,

i




(L)

(2).

().

BAB IV
PENYELENGARAAN CATATAN SIPIL

Bagian Pertama
Akta Kelahiran
Pasal 5

Setiap kelahiran anak harus dilaporkan oleh orang tua, wali atau
kuasa ke Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga
Derencana / Dinas / Instansi yang berwenang di bidang Catatan
Sipil paling lama 60 (cnam puluh) hari kerja bagi WNI untuk
memperoleh pengakuan legal negara untuk identitas diri tentang
nama, jenis kelamin, tempat, tanggal, hari, bulan dan tahun
kelahiran, nama ayah dan ijbunya status perkawinan dan
kewargancgaraan orang tuanya untuk mempernleh akla kelehiran
dengan mznghadirkan saksi-saksi .

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat { 1 ) dicatat
dalam huku register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta
kelahiran oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga
Rerencana | Dinas / Instansi yang berwenang di bidang Catatan
Sipal.

Pasal 6

Pendaitaran pelaporan kelahiran penandatanganan pelaporan dan
saksi-saksi pada register akia kelzhiran dapat i lakukan olch orang
tuanya | kuasanya atau cleh dokter, bidan atan dukun hayi yang
menangani persalinan melalui Unit Pelaksana Teknis  di kantor
Kecamatan terdekat dimana orang tuanya bertempat tinggal,
khusus bagi kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia Bukan
keturunzn Asing dan WNA .

i2

il

(2).

(3).

(1)

(2

Pelaporan kelahiran bagi Penduduk Warga Negara Keturunanan
Asing dan WNA dilayani melalui loker-loket pelayanan Catatan
Sipil pada Badan Kependudukan Cataan Sipil dan Keluarga
Berencana / Dinas / Instansi yang berwenang di bidang catatan
sipil.

Unwk mempercepat dan mempermudah mobilitas pelayanan dan
kepemilikan akte kelahiran kepada masyarakat dapat diberikan
pelayanan melzlui Unit Pelayanan Teknis di Kecamatan.

Bagian Kedua
Akta Kematian
Pasal 7

Setiap anggoia masyarakat harus melaporkan peristiwa kematian
keluarganya ke Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Kcluarga
Berencana / Dinas / Instansi yang berwenang di bidang Catatan
Sipil paling lama 60 (enam puluh ) hari kerja  dengan
menghadirkan saksi-saksi.

Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dicatat
dalam buku register akta kemarian dan diterbitkan kutipan akia
kematian oleh badan Kezpendudukar Caratan Sipil dan Reluarga

Rerencana / Dinas / Instansi yang berwenang di bidang Catatan
Sipil.

i3




(L.

(2).

(3.

(1.

Pasul 8

Mendafiaran pelaporan kematian penandalanganan pelapor dan
saksi-saksi pada register akta kematian dapat dilakukan oleh ahli
warisnya / keluarganya / kuasanya mclalui unit pelaksana tcknis
Bzdan pada Kantor Keczmatan terdekal dimana tempat kejadian
peristiwa kematian tersebut terjadi untuk perisliwa kematian yang
terjadi di wilayah Kecamatan seiempat , paling lama 60 (cnam
puluh ) hari kerja bagi Wargancgara Indonesia  bukan keturunan
Asing dan Warganegara Asing,

Fendaftaran Laporan kematian bagi penduduk wargancgara
Indonesia K2iurunan dan Warga Negara Asing di layani melalui
lokct-loket pelayanan Catatan Sipil pada Kantor Badan
Kependudukan Catatan Sipil dan Kcluarga Berencana [ Dinas
Instansi yang berwenang di bidang Catatan Sipil:

Untuk mempercepat dan mempermudah mobilitas pelayanan dan
kepemelikar akta kematian kepeda masyarakat dapat diberikan
pelavanan melalul Umit Pelayanan Teknis di Kecamatan.

Bagian ietiga
Akta Perkawinan
Pasal 9

Setiap angzota masyarakal yang beragama selain Islam ( Budha,
Hindu, Kristen, Katolik, seria azama dan kepercayaan lainnya )
yang akan melangsungkan perkawinan harus  mendafiarkan
pencatatan perkawinan pada Badan Kependudukan Catatan Sipil
dan Keluarga Berencana / Ditas / Instansi yang berwenang di
hidang Catatar Sipil . setelah teriebih dahulu diberkati oleh
pandita, pinandita, pendeta. pastor/romo dan pemuka agama lainya,
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberkatan /
peneguhan.
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{2)

(1)

(7).

(3)

Pendaftaran pencatatan perkawinan schagaimana di maksud dalam
ayat ( | ) dicatat dalam buku register akta perkawinan sctelah
terlebih dahulu diteguhkan pengesahannya oleh pejabat Catatan
Sipil pada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga
Rerencana / Dinas / Insiansi vang berwenang di bidang Catatan
Sipil dengan menerbitkan kutipan zkta perkawinan sesuai kewentuan
hukum dan perundangan yang berlaku.

Pasal 10

pendaftaran pencatatan perkawinan, bagi mereka vang belum
berusia 21 { dua puluh sata ) tabun atau sckurang kurangnya bagi
calon mempelai perempuan minimal berusia 16 tahun dan bagi
mempelai laki-laki minimal berusia 1Y tahun penandatanganan
pada register perkawinan dilakukan kedua pasangan mempelai dan
aleh kedua orang tua / wali serta saksi-saksinya

Bagi calon mempelai laki-laki vang belum berusia 19 tahun dan
bagi calon mempelai perempuan yang belum berusia 16 tahun,
untuk pencalatan perkawinan schagimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sctclah memperolch penctapan Pengadilan Negeri.

Sctiap pencatatan perkawinan yang pendaftaranya melalui
Pembaniu Pegawzi Pencatat Perkawinan ( P4 ) harus terlebih dahulu
dilakukan pemberkatan menurut agama dan kepercavaannya oleh
Pembaniu Pepawar Pencatat Perkawinan (P4) vang bersangkutan
sesual dengan peraturan pernundang -undangan yang berlaku.
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(1)

(2)

(3).

Bagian Keempat
Akta Perceraian
Pasal 11

Pendaftaran Pelaporan Perceraian dilakukan setelah mempercleh
penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
paling lama 30 ( tiga puluh ) hari kerja.

Pendaftaran pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam
avat ( 1) dicatat dalam buku register akta perccraian dan diterbitkan
Kuripan Akra Perceraian Oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil
dan Keluarga Berencana Dinas / Instansi yang berwenang di bidang
Catatan Sipil.

sehagai rindak lanjut dari putsnya perkawinan dalam perceraian
dan pasangan perkawinan yang bersangkutan, pada register akia
serkawinan pasangan tersebut di catat perkawinan telah putus
karema  perceraian berdasar putusan perngadilan yang tclah
mempunyzi kekuatan hukum tetap  ( nomor, tanggal. bulan dan
tahun dalam putusan perceraian ).

Bagian Kelima
Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin

Paragraf 1
Pengakuan Anak Luar kawin

Pasal 12

Peleporan Pendaftaran Pengakuan Anak luar kawin yang orang
tuanya beragama szlain Islam hanya dapat dilakukan bagi Warga
Megara Indonesiz keturunan yang widuk pada staatblad Tahun
1849 Nomor 25 dan staathlad Tahun 1917 Nomor 81 jo staatblad
Tahun 1919
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2)

(1)

()

(1.

Pengakuan anak luar kawin scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilakukan nleh orang ma / Bapak ibu binlogis dengan
memberikan tanda tangan pada register akia pengakuan anak luar
kawin pada Badan Kependudukan Catatan Sipil den  Keluarga
Berencana/Dinas/Instansi yang berwenang dalam bidang Catatan
Sipil dengan pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Pengakuan
Anak Luar Kawin

Paragrafl 2
Pengesahan Anak Luar Kawin

Pasal 13

Pengakuan anak sebagaimana dimaksud Pasal 12 dapat dilakukan
pengesahan zuak pada saat dilakukan pencatatan peneguhan
perkawinan orang tuznya pada Badan Kependudukan Catatan Sipil
dan Keluarza Berencana/Dinas/Instansi yang beerwenang di bidang
Catatan Sipil

Pengesanan anak sebagimana dimaksud ayat (1) dilakukan dzngan
memberikar catatan pinggir/akrobasi pada regisier akia dan
kutipan akta perkawinan orang tuanya,

Bagion Keenam
Penganglkatan Anak
Pasal 14

Setiap orang yang mengangkat anak orang lain menjadi anak
angkatmya harus mendaftarkan penctapan putusan pengangkatan
anak dari Pengadilan Negeri agar mempunyai kekuatan hukum
tetap sesuai ketentuen Persturan Perundang-Undangan yang
berlaku.
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(1)

(1.

(2).

(3).

Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
dilaporkan olch orang tua anghkat atau kuasanya kepada Bupati
melalui  Badan  Kependudukan Catatan Sipil dan  Keluarga
Berencana / Dinas / Instansi veng berwenang di bidang Calatan
Sipil unwk mendapatkan pengakuan legal negara atas sahnya
peristiwa penzangkatan anak ‘adopsi

Bagian Ketujuh

Perithahan Nama dan Starus Kewarganegaraan

Paragraf |
Perubahan Nama

Pasal 15

Setiap orang yang akan merubah nama dar nama semu la yano felah
tercatat dalam Dokumen resmi Catatan Sipil dan Kependudukan
harus melapor dan mendattarkan ke Pengadilan Negeri dan atau ke
Departemen Hukum dan HAM uniuk memperoleh keletapan
putusan pengadilan sesual  peraluran Perundang-undangan yang
berlaku.

Perubahan, penambahan dan pengganiian nama yang telah
mendapat penctapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap harus dilaporkan kepada Bupati  melalui  Badan
Kependudukar Catatan Sipil dan Keluarga Berencana / Dinas
Instansi yang berwenanz di bidang Catatan Sipil untuk
mendapatkan pengakuan legal negara aias perudahan nama.

Pendaftaran pelaporan perubahan tama scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan (2) dicatat pada register dan kutipan kedua

perubahan akia calatan sipil dengan nama yang baru.

18

(1)

(3.

(1).

Paragraf 2
Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 16

Sctiap orang baik Warga Negara Asing maupun Warga Negara
Indonesia yang akan werabah stalus kewargancgaraannya dari
status kewargancgarzan semnula harus melapor dan mendattarkan
ke Pengadilan Negeri maupun ke Departemen Hukum dan HAM
untk memperoleh penetapan perubahan siatus kewargancgaraan
vang dikchendzki, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

Perubahan status kewarganegaraan yang telah mempunyai <ekuatan
hukum tetap, schagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan
kepaca Bupat: melaui Badan Kependudukan Catatan Sipil dan
Keluarpa Berencana / Dinas / Instansi yang herwenang di bidanz
Catatan Sipil , untuk mendapatkan pengakuan legal negara atas
seristiwa perubahan status kewarganc garaan yang iclah disahkan,

Pendaltaran pelaporan  perubahan  stalus  kKewarganegaraan
sehagaimana terscbut pada ayat (1) dan (2) dilakukan catatan
pinggir/akrobasi pada regisier akta dan kutipan akia Catatan Sipil.

Bagian Redeiapan
Peruhahan dan Pemhatalan Akt

Pasal £7

Setiap urang vang telah memiliki dokumen pribadi akta-axia
catatan sipil yang akan melakukan perubahan data maupun biodata
vang dimiliki dan atau bermaksud membataikan akiz pencatalan
sipil yang dimiliki harus melaporkan kepada Bupati melalur Badar
Kependudukan (atatan sipil dan Keluarga Berencana ! Dinas /
Instansi yang berwenang di bidang Catatan Sipil
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(2).

{3

Perubahzn dan pembatalan akta Catatan Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu didaftarkan ke
Pengadilan Negeri untuk mendapatkan putasan pengadilan negari
tentang perubahan dan pembatalan akia karena sesuatu hal yang
herkaitan dengan perubahan identitas dan biodata pribadi.

Perubahan dan pembatalan akia Caiatan Sipil berdasarkan putusan
Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
sebagaimans dimaksud pada ayat (1) dan (2) . dilakukan catatan
pinzgir pada register akia Catatan Sipil yang tersimpan dslam
dokumen Negara Catatan 5ipal .

Bagian Kesembilan

Tanda Bukli Pelaporan Kelahiran, Kematian, Perkawinan,

Perceraian, Pengakuan, pengesahan dan

pengkatan anak hagi WNI/WNA yang dilaksanakan di Luar Negeri

(1.

(%}

Pasal 18

Setiap warpa Negara baik warga Negara Asing  maupun
Warzanegara Indonesia pendudub. Kabupaten Banyumas yang telah
mencatatkan  perkawinan. percermian, xelahiran, kematian,
pengakuan ( pengesahan dan pengangkatan anak di Luar Negeri
harus melaporkan kepada Bupati melalu: Bacan Kependudukan
Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Dinas/Instansi yang
herwenang dibidang Catatan Sipil setelah kembali ke Indonesta.

Plaporan aws peristiwa perdata Catatan 5ipil yang iclah dicatatkan
di luar negeri scbagaimana dimaksud avat (1), dilakuksn pencatatan
dan penerbian Tanda Buku Pelaporan Pencatatan Peristiwa Perdata
Catatan Sipil i luar negeri,
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(1.

(2).

BAR YV
PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN

Dagian Pertama
Data Arsip Register Akia-akta Catatan Sipil

Pasal 19

Data arsip regisier akm-akma Cataan sipil merupakan dokumen
negzara, sehingga harus disimpan, dipelihara dan dilindung.

Lata arsip register akta-akla Catatan sipil sebagaimana dimaksud
pade ayat (1) merupakar kumpulan arsip data pribadi dan kumpulan
elemen data terstrukiur yang diperoleh darni hasil penyelenguaraan
pelayanan Calatan Sipal.

Bagian Kedua
Pengelolaan Data

Pasal 21

Pengelolaan data arsip register akia-akta Catatan Sipil dilaksanakan oleh

petugas pengelota data dari Badan Kependudukan Catatan Sipil dan
Keluarea Berencana/Dinas/Instansi  veng berwenang di bidang Catatan
Sipil .

Pasal 21

Data arsip register akta Catatan Sipil yang dipcrolch dari hasil
penvelenggaraan pelavanan Catatan Sipil secara fisik disimpan pada Badan
Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana / Dinas / lnstansi
vang berwenang di bidang Cataian Sipil.
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(2).

(1).

(2)

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 27

Kepala Badan Kependuduxan Catatan Sipil dan  Keluarga
Berencana / Dinas (Instansi yang berwenang di bidang catatan sipil
melaporkan hasil pengelolaan penyclenggaraan pelayanan catatan
sipil kepada Bupati setiap hulan dan setiap rriwunlan.

Bupati melaporkan data hasil pengelolaan kegiatan
penyelenggaraan pelayanan Catatan Sipil kepada Gubcernur dan
Menien dalam Negeri setiap bulan dan setiap trivulan,

BAR VI

PROSEDUR DAN TATA CARA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN CATATAN SIPIL

Pasal 23

Frosedur dan lala cara penyelenggaraan pelayanan Catatan Sipal
diagtur lebah lanjut dengan Peraturan Bupat,

Adas jasa pelavanan pengelolaan penyelenggaraan pelayvanan cataian
sipil berupa akin-akia Catatan Sipil dan surat-cural keterangan
dipungu retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
vang berlaku.

(S
(¥

(1.

(2).

(3)

BAB VII

FENYELESATAN DAN PENUNDAAN / PENOLAKAN
PERMOHANAN PENDAFTARAN AKTA-AKTA
DAN SURAT-SURAT CATATAN SIPIL

Pasal 24

Kepala Badan Kependudukan Camtan Sipil  dan Keluarga
Berencana / Dinas / Instansi yang berwenang di bidang Catatan
Sipil harus meryelesaikan scliap permohonan pendafiaran akia-
akta dan surat-sural catatan sipil yang telah memenuhi prosedur dan
syarat-syaratnya sesuai ketentuan perundangan vang berlaku

Penolakan/penundaan untuk penyelesaian permohonan akata-akia
dan surai-surat caaan sipil dapm dilaksanakan oleh Badan
Eependudukan Catatan S:pil dan Keluzrga Berencana / Dinas |
Instansi yang berwenang di bidang Catatan Sipil, apabila tidak
dipenuhinya proscdur dan syarat-syarat seria keterangan balk
langsung alau tidak iangsung oled peiapor, saksi-saks: maupun
pihak-pihak yang berkepentingan;

Penolakan/penundaan permohonan pendaliaran dimaksod ayat (2),
dengan discrial alasan-alasan penolakan / penundaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pagal 25

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanzzal di Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah i dengan penempatannya dalamn Lembaran Daerah
Kabupatcn Banyumas.



Ditctapkan di Purwokerto
Pada tanggal 26 Feb 2005

Bupati Banyumas

ttd
ARIS SETIONO

Di undangkan di Purwokerto
Pada tanggal 28 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS

wd
SINGGIH W 1
NIP: 500 086 384

LEMEARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 SERIE
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN AKTA

CATATAN SIPIL

PENJELASAN UMUM

Bahwe Peraturan Dacrah Kabupaten Danyumas Nomor 16
Tahun 2000 wntang Retribusi Pelayanan Catatan Sipil dalam
Lembaran Daerah Kabupatan Banyumas Tahun 2000 Nomor 3 Seri
B, pada scbagian ketentuanny: sudah tidak sesuai lagi dengan
keadaan dewasa ini , oleh karena it perlu disesuaikan dan diadakan
perubahan.

Untuk maksud lersebut diatas. maka perlu ditetapkan Peraruran
Daerah tentang Pengelolaan Penyzlengearaan Pelayanan Catatan
Sipil untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomer 23 Tahan
2002 tentang Perlindungan Anak.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini mencgaskan arti berbagai
peristilehan yang dipergunakan dalam
Peraturan Dacrah ini, schingga tidak
terjadi salah pengertian dalam

peafsirannya.

25



Pasal 2s/d6

Pasal 7 Ayat (1)

Pasal 7 ayat (1)
Pasal &

Pasal 9 ayat (1)

: Cukup Jelas

. Maksud dilaporkannya peristiwa

kematian adalsh untuk memperoleh
pengakuan legal negara tentang identitas
diri dari orang yang meninggal dunia
tersebut mengenai nama, tempat,
tanggal hari, bulan dam tahun
kematiannya, jenis keclamin, status
perkawinan dari isteri atau suami serta
status Kkewarganegaraannya uniuk
memperoleh akta kematian.

: Cukup Jelas
: Cukup Jelas

. Maksud dilaporkannya peristiwa

pencatatan  perkawinan adalah  untuk
memperoleh pengakuan legal negara atas
peristiwa  pencatatan  perkawinan  dani
identitas pasengan mempelal yang dicatat
perkawinannyz, sehingge diperoleh
catatan tentang nama pasangan mempelai,
nama kedua orang fuamya, saksi-saksi
serta tempar, hari, tanggal, bulan dan
tahun pelaksanaan pencatatan perkawinan
termasuk catatan peristiwa pemberkatan
perkawinan menurut hukum agamanys
serta mam@a pemuka agama yang tclah
melaksanakan pemberkatan / sakramen.
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Pasal 12 ayat (1)

Maksud didaftarkannya adalah unwk
memperoleh pengakaan legal negara atgs
peristiwa pengakuan anak di luar kawin
dan pengesahan sckaligus dalam
pencatatan perkawinan kedua orang
tuanya sehingga tercaar idemitas resmi
tentang peristiwa pengakuan  dan
pengesahan anak dari avah dan ibunya
menurul nomor, langgal, bulan dan whun
pencatatzn, namz znak, tanggal, hari,
bulan dan tahun kelahiran . data anggal
bulan dan tahun pengesahan perkawinan
dalam pencatatan perkawinannya dengan
menghadirkan saksi-saksi.

Pasal 12 ayat (2) dan (3): Cukup jelas
Pasal 1 3ayat (1) dan (2): Cukup jelas.

Pasal [ 3ayat (3)

Maksud dilaporkannya pencatatan
anak kepada Bupau melaln Kepala
Badan Kependudukan, Caatan Sipii
dan Kceiuarga Berencana ¢ Dinas |/
Instansi yang berwenang di bidang
Catatan Sipil adalah untuk
mendapatkan catatan pinggir pada akla
kelahiran anak wyang bersangkutan
identitas. nomor, tanggal bulan dan
tahun peristiwa catatan pengangkatan
anak berdasar putusan Pengadilan
Negen alzu notaris dan nama orang ua
yang mengangkal anak tersebul
disamping nama  ayah dan 1bu

kandungnya,

X7



Pasal 14 ayat (1)
Pasal 14 ayet (2)

Pasal 14 ayat (3)
Pasal 15 ayat (1)
Pasal 15 ayat(2)

Pasal 15 ayat (3)
Pasal 16 s/d Pasal 25

- Pendaftaran pelayanan pengangkatan
anak tidak diterbitkan akta Catatan

Sipil Penzangkatan Anak tetapi cukup
dicatat pinggir, peristiwa
pengangkatan anak berdasar Putusan
Pengadilan Negeri, atau akta notaris
pada kutipan dan register
akta kelahiran anak yang
bersangkutan.

: Cukupjelas
: Maksud dilaporkannya adalah untuk

mendapatkan pencatatan perubahan nama
yang sah melalui catatan pingeir pada
akta-akta Catatan Sipil yang dimiliki
maupun dokumen Kependudukan lainnya.
Catatan pinggir, akta dalam perubahan
tersebut dicatat berdasar putusan
pengadilan nomor, tanggal, bulan dan
tahun perubahan yang telah ditetapkan.

. Cukupjelas.
: Cukupjelas.
: Maksud dilaporkannya adalah untuk

dilakukan pencatatan pinggir perubahan
status kewarganegaraan dari status
kewarganegaraan semula pada register
dan kutipan akta Catatan Sipil vang
dimiliki, termasuk pada dokumen
kependudukan lainnya. Catatan pinggir
akta dalam pcrubahan tersebut dicatat
berdasar putusan pengadilan nomor,
tanggal, bulan dan tahun terbitnya
putusan yang telah ditetapkan.

: Cukup jelas.

Cukup jelas
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